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Mad dan Diftong: 

1. Fathah panjang         :    Ȃ / â   4. أو  :   Aw 

2. Kasrah panjang         :    Ȋ / î  5. أي  : Ay 

3. Dhammah panjang    :    Ȗ / û 

Catatan : 

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap Misalnya;  ربّناditulis 

rabbanâ 

2. Vokal panjang (mad) ; 

Fathah (baris di atas) di tulis â, kasrah (baris di bawah) di tulis î, serta 

dhammah (baris di depan) di tulis dengan û. Misalnya;  القا رعة ditulis al-

qâri’ah, المساكين ditulis al-masâkîn,  المفلحون ditulis al-muflihûn.  

3. Kata sandang alif+ lam (ال) 

Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al, misalnya;  الكافرون ditulis al-

kâfirûn. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf lam diganti 

dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; الرجال ditulis ar-rijâl. 

4. Ta’ marbûthah (ة). 

Bila terletak di akhir kalimat, ditulis h, misalnya; البقرة ditulis al-baqarah. 

Bila ditengah kalimat ditulis t, misalnya; زكاة المال ditulis zakat al-mâl, atau 

  .’ditulis sûrat an-Nisâ سورة النساء

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya;  وهو

 .ditulis wa huwa khair ar-Râziqîn خير الرّزقين
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ABSTRAK 

 

Ahmad Azizi, S.H.I. : Analisis Yuridis Terhadap Perppu No. 1 Tahun 2017 

Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan 

Dalam Tinjauan Maqâshîd al-syarî’ah. Tesis, Program Studi Hukum 

Ekonomi Syari’ah, di bawah bimbingan I: Prof. Dr. Ahmadi Hasan, MH, 

dan bimbingan II: Dr. H. Jalaluddin, MH., pada Pascasarjana UIN Antasari 

Banjarmasin, (2018). 

Kata Kunci: Perppu No.1 tahun 2017, maqâshîd al-syarî’ah.  

Penelitian ini berangkat dari adanya kebijakan tentang akses informasi 

keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perjanjian internasional di bidang 

pajak dalam Perppu No. 1 tahun 2017. Perppu tersebut telah mengubah 

mekanisme akses terhadap rahasia informasi keuangan nasabah dari semula 

melalui izin OJK kini tanpa melalui izin OJK. Kebijakan tersebut dikhawatirkan 

berdampak pada melemahnya pengawasan keamanan informasi keuangan nasabah 

dan hal tersebut berpotensi menyebabkan kerugian bagi nasabah. Berangkat dari 

hal tersebut maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut dari segi kebijakan maupun 

dari sudut pandang maqâshîd al-syarî’ah untuk mengetahui konsep kebijakan 

akses informasi keuangan nasabah perbankan terkait kepentingan perpajakan, 

serta mengetahui analisis maqâshîd al-syarî’ah terhadap kebijakan tersebut. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dalam pendekatan 

undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual 

approach). Melalui teknik analisis deskriptif, penelitian ini menghasilkan temuan-

temuan sebagain berikut: 

Pertama: Kebijakan akses informasi keuangan nasabah untuk kepentingan 

perpajakan telah diatur dalam beragam perundang-undangan, yakni UU 

Perpajakan dan UU Perbankan, serta dalam beragam peraturan yakni PBI dan 

POJK. Perppu No. 1 tahun 2017 hadir untuk memberi kewenangan lebih luas bagi 

Ditjen Pajak. Terdapat perbedaan kebijakan dalam pasal 3 antara kepentingan 

perjanjian internasional yang mekanisme aksesnya melalui OJK dan untuk 

kepentingan perpajakan biasa tidak melalui OJK, hal tersebut menimbulkan 

ambiguitas mengenai peran dan fungsi OJK sebagai otoritas pengawas. Pun 

demikian dalam Pasal 4 tidak dijelaskan batasan nasabah seperti apa yang boleh 

diakses, serta tidak menyebutkan mekanisme akses melalui izin OJK. Hal tersebut 

merupakan perubahan besar dalam konsepsi rahasia bank terkait perpajakan. 

Tidak adanya mekanisme izin akses melalui otoritas pengawas dapat 

menimbulkan resiko kebocoran hingga pembobolan data nasabah yang dapat 

berakibat pada kerugian materil bagi nasabah. 

Kedua: Dari sudut pandang maqâshîd al-syarî’ah, kebijakan dalam Perppu ini 

memiliki kekurangan yakni terancamnya harta nasabah akibat melemahnya fungsi 

OJK selaku otoritas yang mengawasi dan memberi jaminan perlindungan data 

nasabah. Untuk mencapai maqâshîd al-syarî’ah, kebijakan Perppu No.1 tahun 

2017 ini setidaknya harus mencakup aspek antisipatif yang memberi perlindungan 

terhadap lima aspek dasar yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 


